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BUPATI BULUKUMBA

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT. HUKUM ADAT KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang: a.

b.

Mengingat : 1.

BUPATI BULUKUMBA,

bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten
Bulukumba maka dipandang perlu dibentuk tim penyusun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.
ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor
T4,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Repirblik lndonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3851):
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehutanan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 3888);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 Entang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4r'.37 ) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomsr 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4U4);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
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